BAB I11
TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI DAN ANAK YANG

BERKONFLIK DENGAN HUKUM

3.1. KETENTUAN UMUM TENTANG DIVERSI

Penyelenggaraan program diversi dalam sistemdi@naanak beranjak
pada tujuan yang lebih menekankan pada perlinduragaak dalam sistem
peradilan pidana anak. Pelaksanaan diversi meampapaya untuk menghindari
efek-efek negatif sistem peradilan pidana anak atap anak. Dengan
pelaksanaan diversi, maka tidak terdapat putusartidak terdapat stigma yang
menyatakan sebagai anak pidana atau anak nakah Mak yang bersangkutan
tidak menyandang cap jahat sebagai akibat darspantpengadilan.

Timbulnya pengaruh buruk proses peradilan pidamhatiap anak dapat
disebabkan karena pengaruh ketentuan UU Pengadimpun dari faktor
penegak hukum, maupun faktor dari budaya masyapsda umumnya. Faktor
dari UU Pengadilan Anak sendiri menyebabkan timjmulstigma, yaitu adanya
ketentuan bagi narapidana anak ada keharusan wbiuka dan dimasukkan
kepada Lembaga Pemasyarakatan. Pengaruh buruls presslilan pidana anak,
dapat berupa:

a. Trauma akibat perlakuan para penegak hukum paidp sehapan;

b. Stigma/cap jahat pada diri pelaku sehingga anakelbet selalu

dikawatirkan akan berbuat jahat;

c. Anak dikeluarkan dari sekolah.
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Pengaruh-pengaruh buruk tersebut dapat dihingabik dilakukan diversi
(pengalihan). Dengan diversi maka anak dihindarklgan proses peradilan
formal, dan tidak ada pencatatan kejahatan padatarsebut:

Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peragidema anak terdapat
fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anakimbaikan dampak negatif
pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkaryad&cenderungan bersifat
merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendag&asy.ini mayoritas anak
yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dilk@waistem peradilan
pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasarerklekaan. Jika anak-
anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka ygamid Undang-Undang
Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. iBelan dengan adanya
keterbatasan jumlah rumah tahanan dan Lembaga Pa&mlatan (Lapas) Anak,
maka anak-anak sering digabung dengan tahanan aeMesenderungan bersifat
merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak rdafaoses peradilan pidana
anak, dan disebabkaan akibat dari efek penjatuitm® yang berupa stigma.

Efek negatif akibat proses peradilan pidana ayaku efek negatif yang
terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saahgidaaupun efek negatif setelah
persidangan. Efek negatif pada anak akibat ketedib anak dalam proses
peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisikethansional seperti ketakutan,

kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu malkaupun gangguan jiwa.

'Setya WahyudiOp. Cit, him. 254.

’Paulus Hadisuprapto,Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal
Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak (Studi kaduSemarang dan SurakartalDisertasi
Program Doktor llmu Hukum Universitas Dipenogorentairang, 2003, him. 369. Sebagaimana
dikutip dalam Setya Wahyudimplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistemadiian
Pidana Anak di Indonesj&lm. 3.
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Akibat semua itu, maka anak menjadi gelisah, tegdwmilangan kontrol
emosional, menangis, gemetaran, malu dan sebagaiey@adinya efek negatif
ini disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidsaila sebelum persidangan
sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negméfah persidangan perkara
pidana. Efek negatif sebelum pemeriksaan perkamatimbul karena dapat
sumber-sumber tekanan seperti: pertanyaan yan$ sdapatik; anak harus
menceritakan kembali peristiwva yang tidak menyekang menunggu
persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efgatiheketika proses
persidangan terhadap anak dikarenakan dengan adatayauang pengadilan;
berhadapan dengan korban dan para saksi; berhicadradapan para petugas
pengadilan. Efek negatif setelah persidangan teghahak, him ini disebabkan
dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemaila@rhadap anak, maka
stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada asiak dan sampai pada
kemarahan dari pihak keluargja.

Untuk menghindari efek atau dampak negatif progesadilan pidana
terhadap anak inlJnited Nations Standart Minimum Rules for Admimistn of
Juvenile Justice(SMRJRtau The Beijing Ruledelah memberikan pedoman
sebagai upaya menghindari efek negatif tersebuttu Ydengan memberikan
kewenangan kepada aparat penegak hukum menganmuoi&kén-tindakan
kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan napalanggar anak dengan

tidak mengambil jalan formal, antara lain mengheti atau tidak meneruskan/

3Apong Herlina,dkk.,Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengakuhh
Manual Pelatihan Untuk POLISJakarta: Polri dan UNICEF, him. 101-103. Sebagaardikutip
dalam Setya Wahyudimplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistemaéitan Pidana
Anak di Indonesighim. 3-4
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melepaskan dari proses pengadilan atau mengembatikayerahkan kepada
masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanaial sleénnya. Tindakan-
tindakan ini disebut diversDjversior), sebagaimana tercantum dalRule11.1,
11.2 dan 17.4 SMRJJTlje Beijing Rulgstersebut. Dengan adanya tindakan
diversi ini, maka diharapkan akan mengurangi dammeggatif akibat keterlibatan
anak dalam proses pengadilan tersebut.

Diversi yang dicanangkan dalam SMRUA€ Beijing Rulgssebagai standar
internasional dalam penyelenggaraan peradilan npidanak ini, berdasar
rekomendasi hasil Pertemuan Para Ahli PBB tent&igldren and Juveniles in
Detention: Aplication of Human Rights Standdras Vienna, Austria tanggal 30
Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah memghi seluruh negara
mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikidre Beijing Rules, The Riyadh
GuidelinesdanThe United Nations Rules for the Protection of Jiles Deprived
of their Liberty?

Di Indonesia, diversi telah menjadi salah satu me&edasi dalam Seminar
Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oéulias Hukum Universitas
Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dgdammmusan hasil seminar
tersebut tentang him-him yang disepakati antama f&iversi”. Diversi yang

disepakati dalam rekomendasi seminar tersebutkuntmberikan kewenangan

“Sebagaimana diketahui, berdasar rekomendasi hesitrfuan Para Ahli PBB tentang
“Children and Juveniles in Detention: AplicationHifiman Rights Standardsdi Vienna, Austria
tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 12%h tmenghimbau seluruh negara mulai
tahun 2000, untuk mengimplementasik@ine Beijing Rules, The Riyadh Guidelindsn The
United Nations Rules for the Protection of Juvenileprived of their Libertylihat Ewald Filler
(Ed), 1995, Children In Trouble United Nations Expert Group Meg, Austrian Federal
Ministery for Youth and Family, Fransz-Josefs-Kal, 5A-1010 Viena, Ausria, him. 199.
Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahylmiplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem
Peradilan Pidana Anak di Indonesialm. 4.
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bagi hakim, yaitu kemungkinan hakim menghentikaau atnengalinkan/ tidak
meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaadégrtanak selama proses
pemeriksaan di muka sidang.

Diversi terdapat dalamUnited Nations Standart Minimum Rules for
Administration of Juvenile Justice(SMRJfau The Beijing RulesResolusi
Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1988mana diversi tercantum
dalamRule 11.1, 11.2 daiRule17.4.

Prinsip-prinsip diversi menurut SMRJOhe Beijing Rulés Rule 11sebagai
berikut®
1. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangamgy layak, yaitu penegak
hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnyded kewenangan untuk
menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia mudpa tanenggunakan
pengadilan formal.

2. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikapalla aparat penegak
hukum seperti polisi, jaksa, hakim serta lembagayang menangani kasus anak-

anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengterik yang ditentukan untuk

*Romli Atmasasmita, 1997Peradilan Anak di IndonesiaBandung: Mandar Maju,him.
201. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahylmdplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesiem. 4.

®Adapun isiRule 11 SMRJJientangDiversion,sebagai berikut:
11.1 Consideration shall be given, wherever appropriate, dealing with juvenile offenders
without restorting to formal trial by competent hatity, referred to in rule 14.1
11.2 The police, the prosecution or other agencies degaliwith juvenile cases shall be
empowered to dispose of such cases, at their disnrevithout recourse to formal hearing in the
accordance with the criteria laid down for the pase in the respective legal system and also in
accordance with the principles contained in thee3ul
11.3Any diversion involving referral to appropriate coranity or other services shall require the
consent of the juvenile, or he or his parent ormgligm, provided that such decision to refer a case
shall be subject of review by a competent authouippn application.
11.41n order to facilitate the discretionary disposti®f juvenile cases, efforts shall be made to
provide for community programmes, such as temposapervision and guidance, restitution, and
compensation of victims.
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tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masingjdga sesuai dengan prinsip-
prinsip yang terkandung di dalahte Beijing Rulesi.
3. Pelaksanaan diversi harus dengan persetujuak, ateu orang tua atau
walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksadaesi setelah ada kajian
oleh pejabat yang berwenang atas permohonan dieessbut.
4. Pelaksanaan diversi memerlukan kerja sama daman penasyarakat,
sehubungan dengan adanya program diversi sepenigagasan, bimbingan
sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Selanjutnya dalam penjelas&ale 11 tentang Diversi, dijelaskan sebagai

berikut/

’Isi PenjelasafRule 11: Diversion, involving removal from crimirjabtice processing and,
frequently rediscretion to community support sergjcis commonly practiced on a formal and
informal basis in many legal system. This practssgves to hinder the negative effects of
subsequent proceedings in juvenile justice admatisn (for example the stigma of conviction
and sentence). In many cases, non-interventionduvoelthe best response. Thus, diversion at the
outset and without referral to alternative (sociagrvices may be optimal response. This is
especially the case where the offence is of asesious nature and where the family, the school
or other informal social control institutions hawdready reacted, or are likely to react, in an
appropriate and constructive manner.

As stated in rule 11.2 diversion may be used atpaigt of decision making by the police,
the prosecution or other agencies such as the ¢driltunals, board or councils. It may be
exercised by one authority or several or all autties, according to the rules and policies of the
respective systems and in line with the presenéeRut need not necessarily be limited to petty
cases, thus rendering diversion an important insieat.

Rule 11.3 stresses the important requirement afrggg the consent of the young offender
(or the parent or guardian) to the recommended ™iemary measure(s). Diversion to community
service without such consent would contradict toolibn of Forced Labour Convention.
However, this consent should not be left unchakabie, since it might sometimes be given out of
sheer desperation on the part of the juvenile. fiitle underlines that care should be taken to
minimize the potential for coercion and intimidatiat all levels in the diversion process. Juvenile
should not feel pressured (for example in ordeatoid court appearance) or be pressured into
consenting to diversion programmes. Thus, it adigmtahat provition shoul be made for an
objective appraisal of the appropriateness of dgpons in involving young offenders by a
“competent authority upon application”. (The compet authority may be different from that
referred to in rule 14.)

Rule 11.4 recommends the provision of viable a#téve to juvenile justice processing in
the from of community- based diversion. Programthasinvolve settlement by victim restitution
and those that seek to avoid future conflict whie tlaw through temporary supervision and
guidance are especially commended. The merits dividual cases would make diversion

45



1. Diversi sebagai suatu program yang menghilanggaapan proses peradilan
formil bagi seorang terdakwa dan menggantinya desgatu kebijakan berbasis
pola pelayanan sosial kemasyarakatan, dimana pnogma sudah diterapkan
secara luas baik secara formal maupun informalrbmai sistem hukum di
banyak negara.

2. Maksud dari penerapan program diversi ini adalatink menghilangkan efek
negatif, seperti yang timbul dari penerapan proséanil maupun administratif
dalam sistem peradilan pidana konvensional, sehidgéam banyak kasus bentuk
kebijakan alternatif ini dianggap sebagai langkamgy paling tepat dan akan
memberikan hasil optimal terutama dalam kasus-kadmsana si pelaku
melakukan tindak pidana yang tergolong ringan &t#ak serius dan dari pihak
keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat dendit memberikan dukungan
dan dapat bersikap dengan sewajarnya (tidak membesarkan masalah).

3. Diversi dapat diterapkan oleh aparat kepoliskapaksaan, maupun lembaga
lain yang berwenang dan terkait seperti pengadiidoinal, lembaga maupun
dewan (representasi dari kelompok masyarakat). rBpae diversi tak selalu
dibatasi secara sempit hanya untuk kasus-kasukesja.

4. Pelaksanaan diversi harus memperoleh persetpgianggar hukum berusia
muda (atau orang tuanya atau walinya) terhadapk@éEmtangkah diversi yang
disarankan. Namun demikian persetujuan ini tidgkatldibiarkan tak tersanggah,
karena persetujuan itu dapat saja diberikan kakepatus asaan belaka di pihak

remaja itu. Hal ini perlu diperhatikan untuk menks=il potensi pemaksaan dan

appropriate, even when more serious offences haga bommitted (for example firts offence, the
act having been committed under peer pressure,etc).
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intimidasi pada semua tahap proses diversi. Retitglh boleh merasa tertekan
(misalnya agar menghindar dari kehadiran di pengadiatau ditekan agar
menyetujui program-program diversi.

Diversi diatur pula dalamRule 17.4 SMRJJ, dimana ditentukan bahwa
setiap pejabat yang berwenang mempunyai kekuasatalk tidak melanjutkan
proses pada setiap saabye the power to discontinue the proceeeding &t an
time). Kekuasaan pejabat mempunyai kewenangan ini aiklas pada ciri atau
karakteristik yanng melekat di dalam menanganin@gar anakd characteristic
inherent in the handling of juvenile offendengang berbeda dengan pemeriksaan
terhadap pelanggar dewasa. Pada setiap saat, kdestdman tertentu dapat
diketahui oleh pihak berwenang secara hukum yaag atembuat penghentian
sepenuhnya dari intervensi sebagai pernyataan ksgoutyang terbaik terhadap

perkara itu’

3.1.1. PENGERTIAN DIVERSI

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kataefsion”
pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata padardappelaksanaan
peradilan anak yang disampaikan Presiden KomisarfRidPresident's

Crime Commission Australia di Amerika Serikat pada tahun 1980.

8cetentuarRule17.4 SMRJJ sebagai berikut.

The Competent authority shall have the power toatiinue the proceeeding at any time

PenjelasaiRule17.4 sebagai berikut:

The power to discontinue the proceeding at anyetimule 17.4) is a characteristic
inherent in the handling of juvenile offenders gpased to adult. At any time, circumstances
may become known to the competent authority whilidvmake a complete cessation of the
intervention appear to be the best dispositiorhefdase.

°Setya WahyudiQp. Cit, him. 274-276
1 Kenneht FolkEarly Intervention: Diversion and Youth Conferengid national review
of current approach to diverting juvenile from tbiéminal justice systemAustralia: Government
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Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktekakshnaan yang
berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tala80 Mditandai dengan
berdirinya peradilan anakclfildren’s courty sebelum abad ke-19 vyaitu
diversi dari sistem peradilan pidana formal darmfaisasi polisi untuk
melakukan peringatanp@lice cautioning} Prakteknya telah berjalan di
negara bagian Victoria Australia pada tahun 1984Qtioleh negara bagian
Queensland pada tahun 1963Saat itu ketentuan diversi dimaksudkan
mengurangi jumlah anak yang masuk ke peradilandbrm

Kata diversi berasal dari kata bahasa InggBsvérsiori’ menjadi
istilah diversi, karena berdasar buku Pedoman Unteen Bahasa
Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Peukibe Istilah,
penyesuaian akhirarsien,-tionmenjadi -si. Oleh karena itu katBiversion
di Indonesia menjadi diversi.

Pengertian diversi terdapat banyak perbedaan sdsuagian praktek
pelaksanaannya. Berikut definisi diversi menurutkJ&. Bynum dalam
bukunyaJuvenile Delinquency a Sociological Approagaitu:

Diversion is “an attempt to divert, or channel oyguthful offenders
from the juvenile justice systefdiversi adalah sebuah tindakan atau

Attorney-General’'s Departement, Canberra, Commolived Australia, Desember 2003, him 1.
Sebagaimana dikutip dalam MarlirRgngembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justidam
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (SuatdiSti Kota Medan),him. 150.

1D, Chimlinger (1985)Police Action and the prevention of juvenile dedigay.In A.
Borowski and JM. Murray (edsJuvenile Delinquency in Australi?dNSW: Methuen Australia,
him. 290-302 yang dikutip dari Kenneht Fol@p. Cit., him.4. Sebagaimana dikutip dalam
Marlina, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justiddam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Meddaty. 150.

12 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republiknesia,Pedoman Umum Ejaan
Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan PedomannUfembentukan IstilatBandung :
Pustaka Setia, 2005, him. 84,87.
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perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan péiatak pidana
anak keluar dari sistem peradilan pidaiia).

BerdasaUnited Nations Standart Minimum Rules for Admimigtm
of Juvenile Justice (The Beijing Rules).

Diversi adalah pemberian kewenangan kepada apanagpk hukum

untuk mengambil tindakan —tindakan kebijaksanadandanenangani

atau menyelesaikan masalah pelanggar anak demtgnniengambil
jalan formal antara lain menghentikan atau tidakneneskan/
melepaskan dari proses peradilan pidana atau
mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakaat dérkksentuk
kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan digepat dilakukan

di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkatuku

mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalerees peradilan

tersebut:*

Di Indonesia, istilah diversi pernah dimunculkadada perumusan
hasil seminar nasional peradilan anak yang disgkmagtan oleh Fakultas
Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 ktd 996. Di dalam
perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-img gissepakati antara lain
“Diversi” yaitu kemungkinan hakim menghentikan atagngalihkan/ tidak
meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaaadégranak selama
proses pemeriksaan di muka sidang.

Pengertian diversi di Indonesia dapat dilihat datlohumen manual

pelatihan untuk polisi. Manual pelatihan untuk potenyebutkan diversi

13 Jack E Bynum, Wiliam E. Thompson (2002yvenile Delinquency a Sociological
Approach.Boston: Allyn and Baccon A Peason Education Compduhiy. 430. Sebagaimana
dikutip dalam Marlina,Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Jusfiglam Sistem
Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studfatia Medan)him 150

1 Setya WahyudiQp. Cit,him. 56.

®Romli Atmasasmita, 1997%eradilan Anak di IndonesidBandung: Mandar Maju,hlm.
201. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahylmdplementasi Ide Diversi dalam Pembaruan
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesibm. 58.
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adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak dgaluga telah
melakukan tindak pidana dari proses formal deragan tanpa syarat.
Berikut pengertian diversi menurut M. Nasir Jamgllasn bukunya
Anak Bukan Untuk Dihukum.
Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian Kessiss anak yang
diduga melakukan tindak pidana tertentu dari prpsesna formal ke
penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/péeilaftak pidana
dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/anasyarakat,
Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksatd#kim >’
Pengertian diversi menurut Marlina dalam bukunyeaéitan Pidana
Anak di Indonesia. Diversi merupakan kebijakan yatigkukan untuk
menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidaoamdl untuk
memberikan perlindungan dan rehabilitgsiofection and rehabilitation
kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah ana&dineelaku kriminal
dewasd?
Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentangei@is
Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversilahdgengalihan

penyelesaian perkara anak dari proses peradilaanpite proses di luar

peradilan pidan&’

®Apong Herlina dkk, Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan denigakum
Manual Pelatihan untuk Polisi,Jakarta: POLRI-UNICEF,2004, him.330. Sebagaimarhatii
dalam Setya Wahyudimplementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sisteradilan Pidana Anak
di Indonesiahim. 58

"M. Nasir Jamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UlgBisteradilan
Pidana Anak (UU SPPAFet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, him. 137.

®Mlarlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangamsép Diversi dan
Restorative Justic®8andung: Refika Aditama, 2009, him. 22.

¥Pasal 1 angka (7) UU No. 11. Tahun 2012 Tentartgi@i®eradilan Pidana Anak.
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3.1.2.SEJARAH DIVERSI

Menurut catatan sejarah di negara Inggris pollahttama melakukan
diskresi dan mengalihkan anak kepada proses nomaf@eperti pada kasus
penanganan terhadap anak-anak yang mempergunataary lmaainan yang
membahayakan orang lain. Catatan pertama kali ukkknya perlakuan
khusus untuk anak atas tindak pidananya adalam th&83, yakni dengan
melakukan proses informal di luar pengadianSelanjutnya dibuat
pemisahan peradilan untuk anak-anak di bawah uraog yiatur dalam
Children Acttahun 1908. Menurut aturabhildren Acttahun 1908 polisi
diberi tugas menangani anak sebelum masuk ke giéagalengan lebih
memperhatikan pemberian kesejahteraan dan keadjaada anak pelaku
tindak pidana. Pemberian perlakuan khusus terhadapk pelaku tindak
pidana ini termasuk program diversi.

Di Inggris perkembangan pelaksanaan diversi teghaaml@gak terus
dilaksanakan sampai akhirnya tercatat akhir abatBkgaitu, negara Inggris
yang merupakan negara yang paling banyak melakdkaarsi terhadap
anak dengan menggunakan peradilan khusus untuk aaakpengadilan

anak??

% Loraine Geltsthorpe dan Nicola Padfie@p. Cit.,him. 29. Sebagaimana dikutip dalam
Marlina, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justiddam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota MedaB)sertasi Program Doktor IImu Hukum
Universitas Sumatra Utara, Medan, 2006, him. 166.

2L Kenneht FolkEarly Intervention: Diversion and Youth Conferengirh national review
of current approach to diverting juvenile from tbiéminal justice systemAustralia: Government
Attorney-General’'s Departement, Canberra, Commohived Australia, Desember 2003, him 1-
2. Sebagaimana dikutip dalam Marlirdgngembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice
dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia{$&tudi di Kota Medanhim. 167

51



Pada tahun 1890 di negara Australia semasa beiddm dolonial
Inggris telah melakukan pemisahan peradilan anak dawasa dan
dilakukan pelatihan dan pendidikan bagi para petugeradilan untuk
melakukan rehabilitasi terhadap anak, sedangkarArderika Serikat
pembuatan pengadilan anak yang pertama pada taB98 #lengan

membuat perlakuan hukum khusus bagi pelaku &nak.

3.1.3.DISKRESI

Diversi dilaksanakan oleh petugas dengan melakikemenangan
yang disebut diskresi. Diskresi merupakan wewengeimigas kepolisian
untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atanghemtikan perkara
sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Proseskrdsi berlangsung
secara spontan yang timbul dalam diri pribadi sepraparat penegak
hukum tanpa direncanakan terlebih dahulu. Tindatiakresi merupakan
tindakan keseharian yang dilakukan oleh petugasipghksa, penasehat
hukum, hakim, psikiater, lembaga pemasyarakatatugpe imigrasi, dan
komponen lainnya untuk mengelakkan atau mendoresgasang ke dalam
atau ke luar dari sistem peradilan pidana dan nrahgannya kepada

lembaga pengawasan lain yang dianggap paling t&pat.

22 . Empey dan MC. Stafford (1991American DelinquencySA: Homewood lllinois,
him. 59. Sebagaimana dikutip dalam MarlilRengembangan Konsep Diversi dan Restoratif
Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Ireshten (Suatu Studi di Kota Medamn. 167.

% oraine Gelsthrope dan Nicola Padfield. (20@)ercising Discretion Decision-Making
in The Criminal Justice System And Beydd8A: Willian Publishing, him. 1-2. Sebagaimana
dikutip dalam MarlinaPeradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangandep Diversi dan
Restorative Justicélm. 19.
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Menurut kamus hukum, diskresi berarti kebebasan garabil
keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menpandapatnya
sendiri** S Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan diskresiliscretion
(Inggris), discretionair (Prancis) freies ermessen(Jerman) sebagai
kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dara ppejabat
administrasi negara yang berwenang dan berwajib urmenpendapat
sendiri®® Selanjutnya dijelaskan bahwa diskresi diperlukagbagai
pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukung yaenyatakan bahwa
setiap tindakan atau perbuatan administrasi negarais berdasarkan
ketentuan undang-undang. Akan tetapi tidak mungkigi undang-undang
untuk mengatur segala macam kasus posisi dalanikpkahidupan sehari-
hari. Oleh sebab itu perlu adanya kebebasan askwedi dari administrasi
negara yang terdiri atas diskresi bebas dan disieniisat*®

Diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ad&ebijakan
Penyidik Anak dalam menetapkan suatu perkara anakaln tidak
dilanjutkan pemeriksaannya dengan pertimbangan rhukang sesuai
dengan perundang-undangan dan demi kepentingaaikidrdgi anak. Oleh

karena itu, untuk kepentingan terbaik bagi anakn daendukung

2JCT Simorangkir, dkk.,Kamus Hukum,Jakarta: Sinar Grafika, 2008, him. 38.
Sebagaimana dikutip dalam M. Nasir JamAihak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan
UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPP#{m. 135

%S, Prajudi AtmosudirjoHukum Administrasi Negaralakarta: Ghimia Indonesia, 1994,
him. 82. Sebagaimana dikutip dalam M. Nasir Jamitak Bukan Untuk Dihukum Catatan
Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SRA 135.

“pada diskresi bebas, undang-undang hanya menetdpitas-batas dan administrasi
negara bebas mengambil keputusan apa saja asatkdn nhelampaui/melanggar batas-batas
tersebut, sedangkan pada diskresi terikat, undadgng menetapkan beberapa alternatif
keputusan dan administrasi negara bebas memibih satu alternatif keputusan yang disediakan
oleh undang-undang.
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penyelesaian dengan pendekatan keadilan restonatiéfka penyidik
berwenang mengeluarkan diskresi.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam UU SistemditanaPidana
Anak, diskresi diberikan kepada penyidik untuk bisengupayakan diversi.
Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 29 UU Sideemadilan Pidana Anak:

(1) Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam wabaling lama 7
(tujuh) hari setelah penyidikan dimulai;

(2) proses diversi sebagaimana dimaksud pada aljptdi{aksanakan
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulaing&ersi;

(3)Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kekapan, penyidik
menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakdiversi kepada
ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan;

(4) Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melathan penyidikan dan
melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan mealkampiberita

acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan

Dari bunyi pasal 29 tersebut, maka kewajiban pekyidntuk
mengupayakan diversi merupakan bentuk dari dikesgtat, karena bisa
jadi upaya diversi itu berhasil bisa juga tidalkent®erian diskresi terikat
kepada penyidik merupakan bentuk amanah undangignaigar penyidik
selaku pegawai negara dapat mempergunakan saragaagla dan melihat

situasi yang terjadi dalam rangka penyelesaian araldal (anak yang
berkonflik dengan hukum). Sehingga, prinsip peralmeryang terbaik
kepada anak dapat terpenuhi. Hal ini juga dapdtaditialam Pasal 42 yang

memberikan diskresi terikat kepada penuntut umuemudian pasal 52

ayat (2) juga memberikan diskresi terikat kepadarha’

2 M. Nasir JamilQp. Cit.,hlm. 135-137
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3.1.4. TUJUAN DIVERSI

Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediadtaernatif yang
lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beradaengadilan. Anak
pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegité¢asrah dan terinteraksi
dalam kelompok yang dimaksudkan untuk meningkag@mahaman dan
mengubah cara pandang mereka terhadap sistem dagagk@n hukum
positif yang ada, meningkatkan rasa percaya diengajarkan pada mereka
cara-cara berkomunikasi/berinterksi dengan linglmngosial secara lebih
baik dan meningkatkan kemampuan mereka dalam himggpebilan
keputusan. Tujuan dari diversi adalah menghindaraak tersebut dari
prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengureagungkinan
terjadinya bentuk residivisme di masa mendafing.

Di Indonesia, tujuan diversi terdapat dalam MarRelatihan Untuk
Polisi. Di dalam manual tersebut disebutkan tujdan diversi yaitu untuk
menghindari penahanan, untuk menghindari cap Jabat/ sebagai
penjahat, untuk meningkatkan ketrampilan hidup hpedaku, agar pelaku
bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk mengegajulangan tindak

pidana, untuk mengajukan intervensi-intervensi yaigerlukan bagi

8 The purpose of the Juvenile Diversion Program igtovide youthful offenders with a
positive alternative to the court system. Yourfgrmafers will participate in structured activities
and group interactions which are intended to imgrakeir understanding and perception of the
legal system and law enforcement, increase thdiresteem, teach them better methods of
communication, and improve their decision-makiniisskThe goal of the program is to divert
youth away from the court system and to reduce risgidivism among these participantshat
Juvenile Diversion Program Leader Handbook (Baseda successful program in the Viking
Council, Minneapolis, MN),http://www.learning-for-life.org/exploring/lawandutidiversion.pdf.
Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahyudplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem
Peradilan Pidana Anak di Indonesialm. 58.
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korban dan pelaku tanpa harus melalui proses fonnagram diversi akan
menghindari anak mengikuti proses-proses sistergauiian?®

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anakersi
bertujuan mencapai perdamaiaan antara korban daky amenyelesaikan
perkara anak di luar proses peradilan, menghindaakak dari perampasan
kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpadisipnenanamkan
rasa tanggung jawab pada anak.

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dagadilan
restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihamatap sebuah
permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang sefardé&enal dalam
hukum pidana®

Manfaat pelaksanaan program diversi bagi pelakuk,ammapat
dikemukakan sebagai berikut.

1) Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya meiadervensi
selekas mungkin,

2) Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut,akiep keluarga,
korban dan masyarakat,

3) Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan dasehat hidup

sehari-hari,

2 Apong Herlina,dkk. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengakuhh
Manual Pelatihan Untuk POLISakarta: Polri dan UNICEF, him. 330. Sebagaimarkatigi
dalam Setya Wahyudimplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistemaéitan Pidana
Anak di Indonesiahlm. 60

% 'pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Rarafidana Anak.

1 M. Nasir JamilOp. Cit.,him 138.
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4) Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk metkmputusan
untuk bertanggung jawab,

5) Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitysdae korban,

6) Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannyan d
memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk meatgakibat-
akibat dan efek kasus tersebut,

7) Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempaitaink menjaga
agar tetap bersih atas catatan kejahatan,

8) Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara

9) Pengendalian kejahatan anak/rentaja.

3.1.5.JENIS-JENISDIVERSI

Jenis-jenis diversi secara garis besar, terdin tiga jenis atau tipe
diversi yaitu:
1) Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikéeh Polisi untuk
pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringasanpelaku akan

memintaa maaf pada korban. Polisi mencatat dgtbi@n dan mencatatkan

21, Helps juveniles learn from their mistake throwegtly intervention.

2.Repairs the harm caused to families, victims tluedcommunity.

3. Incorporates parents, guardians and lessons feweryday life.

4. Equips and encourages juveniles to make resplensglecisions.

5. Creates a mechanism to collect restitution fotims.

6. Holds youth accountable for their action & prdes learning opportunities regarding

cause and effect.

7. Allows eligible offenders the opportunity to [xeleeir record clean.

8. Reduces burden on court system and jails.

9.Curbs juvenile crimehttp://www.co.stearns.mn.us/1220.htBR-12-2007. Sebagaimana
dikutip dalam Setya Wahyudimplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistemaéitan
Pidana Anak di Indonesi&/m. 60.
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dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperii telah sering di
praktekkan.
2) Diversi informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaramgan dimana
dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar menpeeimgatan kepada
pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencanavemsr yang
komprehensif. Pihak korban harus diajak untuk mékes pandangan
mereka tentang diversi informal dan apa yang menegekan di dalam
rencana tersebut. Diversi informal harus berdanmpuaitif kepada korban,
anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bamait akan cocok untuk
diberi diversi informal. Rencana diversi informal anak akan bertanggung
jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan ,aclak kalau
mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atgedien tersebut.
3) Diversi formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidladapat dilakukan,
tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Bab& korban akan
merasa perlu mengatakan pada anak betapa maraertis&kanya mereka,
atau mereka ingin mendengarkan lansung dari analarerta
permasalahannya muncul dari dalam keluarga anala rad& baiknya ada
anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendikkasdan menyusun
rencana diversi yang baik untuk semua pihak yangeta dampak dari
perbuatan itu. Proses diversi formal dimana koran pelaku bertemu

muka, secara internasional hal ini disebut sebaBastorative justice
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Sebutan-sebutan laiRestorative justicemisalnya Musyawarah Kelompok
Keluarga Family Group Conferenge Musyawarah Keadilan Restoratif
(Restorative Justice ConferenceMusyawarah MasyarakatCémmunity
Conferenciny>?

Diversion (pengalihan) pada kasus-kasus anak yang berhadapan
denga hukum menjadi jalan keluar yang menentukan d@ak. Program
diversi sebagaimana dicantumkan dalBeijing Rulesakan memberikan
jaminan bahwa anak mendapat resosialisasi dan kasdtanpa harus
menanggung stigmatisasi. Berkaitan dengan progriaversii maka harus
dirancang program intervensi yang efektif misalpgasiapan memasuki
dunia kerja dan menyediakan lapangan pekerjaasigpan studi lanjutan,
pengembangan potensi diri dan program khusus peanrdan pengalihan
agresivitas menjadi energi yang positif dan kre®&ifogram diversi pada
satu sisi harus bertujuan memberdayakan anak, ngaua sisi lain harus
mampu mengembangkan sikap anak untuk menghargaig ofain.
Diharapkan setelah melalui program ini anak mémikemampuan untuk

memahami kesalahannya dan tidak mengulangi tinaiealiagi®*

#5etya WahyudiOp. Cit, him. 63

%Abintoro PrakosoPembaruan Sistem Peradilan Pidana An3agyakarta: Laksbang
Grafika, 2013, him. 166.
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3.2. KETENTUAN UMUM TENTANG ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anakinata hukum
positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang gyabelum dewasa
(minderjarig/ person under ayjjeorang yang di bawah umur/ keadaan di
bawah umur rhinderjarigheid/ inferiority atau kerap juga disebut sebagai
anak yang di bawah pengawasan wainderjarige ondervoodjj*®

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum persanil&angsa-
Bangsa telah mensahkan hak-hak anak. Di dalam nmi&hdDeklarasi ini,
tersirat antara lain bahwa umat manusia berkewajin@mberikan yang
terbaik bagi anak-anak.

Ada empat butir pengakuan masyarakat internasiated hak-hak
yang dimiliki oleh kaum anak, yakni: (1) hak terapckelangsungan hidup
anak gurvival rightg; (2) hak terhadap perlindungaordtection right$; (3)
hak untuk tumbuh kembangdgvelopment right dan (4) hak untuk
berpartisipasif{articipation right9.%’

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpdam kehidupan
sehari-hari. Perilaku anak pelaku tindak pidanatdigorikan sebagai anak

nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-astelem kondisi

®Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek dan Resatahannya,
Denpasar: Mandar Maju, 2005, him. 3.

*rma SetyowatiAspek Hukum Perlindungan Analakarta: Bumi Aksara, 1990, him. 12

3’Convention on the Right of the Childonvensi yang terdiri dari tiga bagian dan 54 pasal
ini diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Nomor 44f2Bggal 20 November 1989 dan secara
efektif berlaku sejak 2 September 1990. Sebagairddadip dalam Majda El Muhtaimensi-
Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Byalalakarta: Rajawali Pers, 2009, him.
229.
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demikian disebut dengan anak yang berkonflik derdgawum ¢hildren in
conflict with the lay. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat
didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau wiakebagai telah
melanggar undang-undang hukum pid&ha.

Anak dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidarak Aasal 1
angka 3 disebutkan anak yang berkonflik dengan mu&dalah anak yang
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belumrbear 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Masalaak melakukan
tindak pidana mudah dipahami, yakni melanggar ketandalam Peraturan
Hukum Pidana yang ada. Misalnya melanggar pasalpasg diatur di
dalam KUHP atau Peraturan Hukum Pidana lainnya yarggbar di luar
KUHP. Sedangkan Pasal 1 angka 2 menyebutkan anagntping anak
yang berkonflik dengan hukum juga anak yang menjamban tindak
pidana (anak korban) dan anak yang menjadi sakdaki pidana (anak
saksi). Baik anak yang berkonflik dengan hukum kakaerban dan anak
saksi, disebut anak yang berhadapan dengan htkum.

Hasil sementara studi menunjukkan, anak-anak HKkonflukum
memperoleh perlakuan yang buruk, bahkan dalam &aphehal telah
diperlakukan lebih buruk, bila dibandingkan orangwedsa yang berada
dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak Korflikum (x 80%)
mengaku telah mengalami tindak kekerasan ketikadaedi kantor polisi.

Bentuk kekerasan yang umum terjadi berupa tampdean tendangan.

% |ka Saimima,Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengarkiin, Jurnal
Kajian llmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya VAld® 3 Tahun 2008, him. 939.
%9 Abintoro PrakosoQp. Cit.,him 109.

61



Namun, ada juga kasus kekerasan yang sekaligupebpalecehan seksual,
seperti kekerasan yang ditujukan pada alat kelaaan tersangka anak
yang ditelanjangi. Dua hal seperti ini umum terjpaila anak yang disangka
melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Kaans

Selain kekerasan yang dilakukan dalam rangka pemgms Berita
Acara Pemeriksaan (BAP), dimana kekerasan merugakgian dari upaya
memperoleh pengakuan, bentuk kekerasan lain agedeempasan uang
yang ada pada anak. Selain itu, kekerasan juga tegedi dalam wujud
penghukuman eksploitatif berupa tindakan memaksk anembersihkan
kantor polisi (menyapu dan mengepel) dan membeasihkobil. Hal ini
terjadi pada setiap anak yang ditangkap karenanggda ketertiban umum
seperti  “ngamen” atau “mabuk” di jalan raya. Padaumnya kasus
semacam ini tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutdan polisi segera

melepaskan tersangka anak tersebut segera se¢elahgikapafl’

3.2.1. KENAKALAN REMAJA

Juvenile Delinquencymerupakan istilah yang padanannya dalam
bahasa Indonesia memunculkan berbagai istilah dena@r belakang
pertimbangannya sendiri-sendiri. Dalam studi initilak juvenile
delinquencyditerjemahkan perilaku delinkuensi anak. Istilahtampaknya

paling mendekati pengertiajuvenile delinquencydan bersifat netrdf

“%Agustinus PoharDiversi: Realitas dan ProspeBurnal Kriminologi Indonesia Vol. 3 No.

Il September 2004, him. 1-2.

“ISpedarsonoKenakalan Remajajakarta: Rineka Cipta, 1990, him. 10. Sebagaimana

dikutip dalam lka Saimimaerlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengarkiin him.

942
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Berdasarkan Teori Sub Budaya Delikuen dalam bukuxiart K. Cohen
yang berjudulDeliquent Boys, the Culture of the Gangengarahkan
perhatiannya pada satu pemahaman bahwa perilakweeldi kalangan
usia muda kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuderhadap
norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak &etaenengah yang
mendominasi nilaturtural masyarakat?

Pengertian Juvenile Deliquencymenurut Kartini Kartono adalah
sebagai berikut:

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalaak-@mak muda,

merupakan gejala sakit (patologi) secara sosiah @athk-anak dan

remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabsdesal,

sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengatiagkah laku

yang menyimpan&’

Sedangkaduvenile Deliquencynenurut Romli Atmasasmita adalah:

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang artzw@éh umur 18

tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggarbadap norma-

norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakembangan

pribadi si anak yang bersangkufén.

Istilah kenakalan remajgugenile deliquengyini mengacu kepada
rentang suatu perilaku yang luas, mulai dari plwilyang tidak dapat
diterima secara sosial (seperti bertindak berlebitissekolah), pelanggaran

(seperti melarikan diri dari rumah), hingga tindakedakan kriminal

(seperti mencuri). Demi tujuan-tujuan hukum, dibsaiatu perbedaaan

“?Albert K. CohenDeliquent Boys, the Culture of the Gamgw York: The Press, 1955,
page 25. Sebagaimana dikutip dalam Ika SaimPealindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik
Dengan Hukum, hinD42.

“Kartini Kartono, Pathologi Sosial 2, Kenakalan Remajikarta: Rajawali Pers, 1992,
him. 7. Sebagaimana dikutip dalam M. Nasir JamAihak Bukan Untuk Dihukum Catatan
Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SR, 35/

“Romli AtmasasmitaProblem Kenaakalan Anak-anak Remadiandung: Armico, 1983,
him. 40. Sebagaimana dikutip dalam M. Nasir Jawibak Bukan Untuk Dihukum Catatan
Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPRRA 35.
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antara pelanggaran-pelanggaran indekdek offensgsdan pelanggaran-

pelanggaran statustatus offens¢sPelanggaran-pelanggaran indeks adalah

tindakan kriminal, baik yang dilakukan oleh remajaupun orang dewasa.

Tindakan-tindakan itu meliputi perampokan, penygen dengan

kekerasan, pemerkosaan, pelacuran, dan pembunuRalanggaran-

pelanggaran status adalah tindakan-tindakan ydag terlalu serius seperti
lari dari rumah, bolos dari sekolah, dan ketidakipaan mengendalikan
diri.*

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuabeaghadapan
dengan hukum, yaitu:

1. Status Offendeadalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakuk
oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejghatgrerti tidak
menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.

2. Juvenile Deliquencyadalah perilaku kenakalan anak yang apabila
dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan p&anggaran
hukum?®

Sebab-sebafuvenile deliquencyl. Faktor-faktor yang berhubungan

dengan pribadi dan keadaan sekelilingnya; 2. Fdhktdor struktural; 3.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan prosedurnpeae dan perlakuan

tindakan kenakalan anak.

“Ika SaimimaQp. Cit.,him. 942.

“*Harry e. Allen and Clifford E. Simmonse@prrection in America : An Introductiorbth
Edition, Macmillan Publ. Co., 1989, page 420-428b&)jaimana dikutip dalam Purnianti, Mamik
Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduldnalisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak
(Juvenile Justice System) di Indone&lAlICEF, Indonesia, 2003, him. 2.
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Faktor-faktor yang menyebabkanuvenile deliquency yang
berhubungan dengan pribadi dan keadaan sekeliiingnak adalah: 1.
Rumah tangga/ keluarga yang retakoken homes 2. Diterlantarkan oleh
orang tua (material, kasih sayang, acuh tak ac@h);Kekurangan-
kekurangan psikologis; 4. Pergaulan/ teman yarak tizhik.

Sebab-sebalréusg struktural, terdapat pada: 1. Sistem ekonomi dan
pendidikan serta struktur kesempatan utnuk memglemgh di suatu
negara; 2. Dalam proses perubahan sosial sebabat akmajuan industri,
urbanisasi dan teknik.

Untuk mengurangi sebaab-sebab ini lebih sukar kabamhubungan
denganvested interesstruktur yang ada. Contoh: 1. Perubahan sistem
keluarga sesudah perang; 2. Fenomena ibu yangjhekan yang tidak
bekerja tetapi sangat aktif dalam kegiatan-kegiadagial, 3. Keadaan
perumahan; 4. Kesempatan pendidikan; 5. Perlomba@mdapatkan
pendidikan yang lebih tinggi; 6. Kepindahan pendulle kota-kota besar;
7. Kepadatan penduduk di kota-kota besar; 8. Mkdmunikasi massa; 9.
Perkembangan ekonomi dan kenaikan harga-harg&ettambahan jumlah
mobil yang mengakibatkan peningkatan pelanggadanifgas, kecelakaan
lalu lintas, pencurian mobil; 11. Kebudayaan asidg, Peningkatan
kepentingan untuk memperoleh materi dan uang didta; 13. Keadaan
bahwa walaupun ekonomi nasional bertambah majpitegbagian besar

penduduk tetap tinggal miskin; 14. Kekurangan eakr untuk remaja.
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Sebab-sebab tersebut hanya dapat dikurangi atmngljulangi padéevel
perencanaan sosial dan kebijakan sosial.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan prosedur npeae dan
perlakuan/ tindakan terhadap remaja nakal: 1. &ilihundang-
undang/peraturan. Benar bahwa peraturan harus sdibalat sebelum
kejahatan/ pelanggaran timbul, akan tetapi adanigaldebih bijaksana
apabila sesuatu perbuatan tidak diatur. Adalalk ts#dalu bijaksana untuk
mengadakan larangan terhadap dipekerjakannya temedgayang berumur
kurang dari 16 tahun dalam industri apabila penkudagara tersebut
demikian miskin sehingga anak-anak harus ikut membaencari nafkah;
2. Over actingpetugas kepolisian; 3. Perlakuan dalam lembagadgmb
pendidikan atainstitutional treatment’

Menurut Kartini Kartono, upaya penaggulangan kelakanak harus
dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preyentihdakan
penghukuman, dan tindankan kurafif.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif atau tindakan yang dapat mertdggadinya
kenakalan anak, berupa:

a. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;

b. Perbaikan lingkungan, yaitu daerah slum, kampumgpgtang miskin;

“’Sri Widoyati,Anak dan Wanita dalam Hukudgkarta: LP3ES, 1989, him. 11.

“8kartini Kartono, Pathologi Sosial 2, Kenakalan Remajiskarta: Rajawali Pers, 1992,
him. 7. Sebagaimana dikutip dalam M. Nasir JamAihak Bukan Untuk Dihukum Catatan
Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU JPt. 38.
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. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatitintuk
memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja desuktan hidup;

. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja;

. Membentuk kesejahteraan anak-anak;

Mengadakan panti asuhan;

. Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikardatikorektif,
pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri sissila kepadaa
anak-anak dan para remaja yang membutuhkan;

. Membuat badan supervise dan pengontrol terhadaptiaganak
delinkuen, disertai program yang korektif;

Mengadakan pengadilan anak;

Mendirikan sekolah bagi anak miskin;

. Mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak danaemaj
Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingaorkebk;

. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kretaisf para remaja

delinkuen dan non delinkuen.

2. Tindakan Hukuman

Tindakan hukuman bagi remaja delinkuen antara Iaarupa:

menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, gahthgnggap adil

dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani semdiup susila dan

mandiri.
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3. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyérab kenakalan

anak. Bentuk-bentuk tindakan kuratif, antara larupa:

a. Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejghatan

b.

g.

Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mekaramrang tua
asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan Ipmgkembangan
jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja

Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lehik, atau ke

tengah lingkungan sosial yang baik;

. Memberikan latihan bagi remaja secara teratuiibtedin berdisiplin;

Memanfaatkan waktu senggang dcamp pelatihan, untuk
membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukarreesk sehat
dengan disiplin tinggi;

Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-prodetihan
vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delmkagi pasaran
kerja dan hidup di tengah masyarakat;

Mendirikan Klinik psikologi untuk meringankan danemecahkan

konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.

3.2.2.SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Sistem peradilan pidana anak adalah segala unstamsiperadilan

pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kksnakalan anak.

Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika kamekal pertama Kkali

bersentuhan sistem peradilan, yang juga akan méwenapakah anak akan
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dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jakia Iembaga
pembebasan bersyarat yang juga akan menentukarehamaiak akan
dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Kepigagadilan anak,
tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilgiiman, mulai dari
dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi pdaghan. Hal yang
terakhir institusi penghukumdn.

Sistem peradilan pidana anak menurut undang-untlangll tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasahgkaal adalah
keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yaradapan dengan
hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tabambimbingan

setelah menjalani pidana.

3.2.3. TUJUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Muladi ddahduk:
1) Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana
2) Pemberantasan kejahatan.
3) Untuk mencapai kesejahteraan so¥lal.
Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Undamigng No. 11

tahun 2012 dalam penjelasannya, agar terwujud pemaghng benar-benar

“Robert C. Trajanowicz and Marry Morashivenile Delinquency : Concepts and Control

Prentice HIml, New Jersey, 1992, page 175 - 176a§aimana dikutip dalam Purnianti, Mamik
Sri Supatmi, dan Ni Made Martini TindukAnalisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak
(Juvenile Justice System) di Indonesibn. 2.

*Muladi, 2003, Lembaga Pengawasan: Sistem Peradilan TerpaMappi FHUI,

www.pemantauperadilan.consebagaimana dikutip dalam Abintoro Prakd3embaruan Sistem

Peradilan Pidana Anakhim 143.
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menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadegk yang berhadapan

dengan hukum.

3.24.ASAS-ASAS PERADILAN PIDANA ANAK MENURUT

UNDANG-UNDANG NO. 11. TAHUN 2012
a. Perlindungan

Perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan
mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum aghr dapat
menyongsong masa depannya yang masih panjang reertaeri
kesempatan kepada anak agar melalui pembinaanragerperoleh
jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiristeeggung jawab,
dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakangsa, dan
negara. Perlindungan anak juga meliputi kegiatangy®ersifat
langsung dan tidak langsung dari tindakan yang nadieymakan anak
secara fisik dan/atau psikis.
b. Keadilan

Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkeala l@arus
mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua pihal yerlibat
dalam tindak pidana harus menghindari dan menjaulskek dari
proses peradilan sehingga dapat menghindari atigasi terhadap
anak yang berhadapan dengan hukum dan diharaplkain dapat
kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajarosés peradilan
perkara anak sejak di tangkap, ditahan dan digditnbinaannya

wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benardbenamahami
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masalah anak. Hakim dalam memutus perkara harus yadnar
bahwa putusannya dapat menjadi salah satu dasgr kgaat untuk
mengembalikan dan mengantar anak menuju masa deanbaik
untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negarag ya
bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, banigsanegara.
c.  Nondiskriminasi

Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan ybegdpeda
didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jet@nin, etnik,
budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan teglatinak, serta
kondisi fisik dan/ atau mental.
d. Kepentingan terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindadan
pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baig gdakukan
oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukulandsingan
hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu mepgtimbangan
utama.
e. Penghargaan terhadap pendapat anak

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah untukemieam
kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangidivikas dan
intelektualitasnya (daya nalarnya). Penghormatas laak anak untuk
berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya sesugaadeingkat usia
anak dalam pengambilan keputusan, terutama jikayamgkut hal

yang memengaruhi kehidupan anak.
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f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak ada&h h
asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindoletp negara,
pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
g. Pembinaan dan pembimbingan anak
Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan Rksalit
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, inteleksikhp dan
perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional, sdwaehatan jasmani
dan rohani anak baik di dalam maupun di luar prpgeadilan pidana.
Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk mkatkgn
kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Eseekitell, sikap
dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesionadrtas kesehatan
jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
h.  Proporsional
Proporsional adalah segala perlakuan terhadap daalks
memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondek.afinak yang
berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan bantuaan d
perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anakshdiperlakukan
sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisiedkan sosial dengan
kemampuannya pada usia tertentu.
I. Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan sebagaa Upay

Terakhir

72



Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir,
maksudnya adalah pada dasarnya anak tidak dapampmhs
kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingaryefesaian
perkara.

J- Penghindaran pembalasan

Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana @orkanak,
dan masyarakat), dalam mencari solusi untuk meragerb
rekonsiliasi, dan menentramkan hati tidak berdasanggembalasan.
Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkpayau

pembalasan dalam proses peradilan pidana.

3.2.5.SANK S| PIDANA DAN TINDAKAN

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaumelakukan
tindak pidana, belum dapat di ajukan ke sidang &ditap Anak. Hal
demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologisikolpgis dan
paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 Wdles) tahun itu
belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannyak A&ang belum
berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindd&np tidak dapat
dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Unmekentukan apakah
kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakaaka hakim
mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana ydi@kukan. Di
samping itu juga diperhatikan, keadaan anak, keadamah tangga orang

tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggdtarkm, dan keadaan

*1 Abintoro PrakosoQp. Cit, him. 100-102
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lingkungannya. Di samping itu hakim juga wajib meratikan laporan
pembimbing kemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentanigi®i$eradilan
Pidana Anak, Pasal 69 ayat 2, anak yang belum iaetds (empat belas)
tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan p@saknyatakan bahwa
ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atadakeapada waktu
dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian tdajadikan dasar
pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidamau amengenai
tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilarkelaanusiaan.

a. Sanksi Pidana

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas dikosasg yang
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tirgldkna. Menurut
ketentuan pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri darkuman pokok dan
hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukummeati, hukuman
penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidupalemman sementara
waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Seraerttakuman
tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa haktuerperampasan
barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang SistemdPamaPidana
Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yampuang dalam pasal 10
KUHP itu namun membuat sanksi secara tersendidarf untuk anak

dimuat pada pasal 71 sampai dengan pas¥l 81.

52 Abintoro Prakosoipid., him.88.
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Pasal 71
(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
a. Pidana peringatan,
b. Pidana dengan syarat:
1) Pembinaan di luar lembaga
2) Pelayanan masyarakat
3) pengawasan
c. pelatihan kerja
d. pembinaan dalam lembaga
e. penjara
(2) Pidana tambahan terdiri atas:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari trgidana, atau
b. pemenuhan kewajiban adat
Pasal 82
Sanksi tindakan
(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
a) pengembalian kepada orang tua/wali
b) penyerahan kepada seseorang
c) perawatan di rumah sakit jiwa
d) perawatan di LPKS
e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pbkn yang
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
f) pencabutan surat ijin mengemudi, dan/atau
g) perbaikan akibat tindak pidana.
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